
BUPATI MINAHASA U'TARA 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 
NOMOR 5 'TAHUN 2024 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEOAKAN 

PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah 
perlu adanya petunjuk teknis standar operasional yang 
menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja; 

b. bahwa petunjuk teknis standar operasional prosedur 
penegakan peraturan daerah yang menjadi pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar 
Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4343); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi 
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 705); ow 



Menetupkan 

-2­ 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO PETUNJUK TEKNIS 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEOAKAN 
PERATURAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasul 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

Satpol PP, adalah perangkat Daerah perangkat pemerintah 
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
menegakkan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan 
keputusan Bupati. 

4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya 
disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Satpol 
PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam 
melaksanakan tugas menegakkan peraturan Daerah dalam 
rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan 
masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap 
peraturan Daerah. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 
Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu: 
a. mengatur SOP Satpol PP dalam penegakan peraturan 

Daerah; dan 
b. sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan 

peraturan Daerah. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. SOP Satpol PP; dan 
b. penegakan peraturan Daerah. 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 4 
Ketentuan mengenai SOP Satpol PP tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.A 
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BAB V 
KETENTUAN PENUT'UP 

Pasnl 5 
Peraturan Bupnti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. p- 

Ditetapkan di Airmadidi 
pada tanggal 13 Mi 2024 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal [3 Me 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

1.7JI.'? 
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 NOMOR S 
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